wdjp

KEBERATAN DAN NON-KEBERATAN

- -
| .
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Upaya Hukum

Permohonan Pembetulan -

Pasal 16 Surat Ketetapan/Keputusan DJP

v

Pengajuan Gugatan

v

Pasal 23

Permohonan Keberatan

v

Pasal 25

Dapat memberikan alasan tambahan/
tertulis, Sebelum SK Pasal 25 diterbitkan

v

Pasal 26

Pembuktian ketidakbenaran ketetapan pajak
yang didasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b,d

v

Pasal 27

v

Permohonan Banding

Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan

Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan
Pajak/STP yang tidak benar
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Memahami Keberatan & Non-keberatan (1)

Jangka Upaya
Jenis Permohonan Obyek Sengke.ta Ha!( Waktu Hukum
Materi? Pengajuan . :
Penyelesaian | Lanjutan
SKP, obyek
Keberatan Ps. 26 Pemotongan/ Ya 1x 12 bulan Banding
pemungutan
Pengurangan/ SKP
penghapusan sanksi Ps. 36 (1) a STP Tidak 2X 6 bulan
administrasi
Pengurangan/
pembatalan SKP Ps.36 (1) b SKP Ya 2X 6 bulan Gugatan
yang tidak benar
Pengurangan/
pembatalan STP Ps.36 (1) c STP Ya 2X 6 bulan

yang tidak benar

Pembatalan hasil
pemeriksaan/ SKP Ps.36 (1) d SKP Tidak 1x 6 bulan
hasil pemeriksaan
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Memahami Keberatan & Non-keberatan (2)

Keberatan

Pengurangan/ penghapusan
sanksi administrasi { 36(1)a }

Pengurangan/ pembatalan SKP
yang tidak benar { 36(1)b }

Pengurangan/ pembatalan STP
yang tidak benar {36(1)c }

Pembatalan hasil pemeriksaan/
SKP hasil pemeriksaan { 36(1)d }

Langsung, pos,
online (e-
objection)

Langsung, pos

Langsung, pos

Langsung, pos

Langsung, pos

1 surat utk 1 ketetapan
Tertulis dalam bahasa
Indonesia
Mengemukakan alasan
dan jumlah menurut WP
Disampaikan ke KPP
tempat terdaftar
Ditandatangani oleh

WP /kuasa

Bayar jumlah yang disetujui

Diajukan 3 bln sejak SKP dikirim
Tidak mengajukan permohonan Non-
keberatan

Tidak diajukan keberatan, 36(1)b,
36(1)c,36(1)d

Bayar pokok pajaknya

Sanksi belum dibayar/dilunasi
Permohonan ke-2 max. 3 bln sejak SK
permohonan pertama dikirim

Tidak diajukan keberatan, 36(1)a, 36(1d)
Permohonan ke-2 max. 3 bln sejak SK
permohonan pertama dikirim

Tidak diajukan keberatan, 36(1)a, 36(1)d
Permohonan ke-2 max. 3 bln sejak SK
permohonan pertama dikirim

Tidak diajukan keberatan, 36(1)a, 36(1)b
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Pembetulan

Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan:

;‘ 2.'?& 9. SKPKP;
' ' 10. SKPIB;
3. SKPembetulan; 11. SPPT-
4. SKKeberatan; : A
5. SKPengurangan Sanksi Administrasi; 12. SKP PBB:
6. SK Penghapusan Sanksi Administrasi; 13. STP PBB; .
7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak; 14. surat keputusan pemberian pengurangan PBB;
8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak;

15. surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB; atau
16. SK Persetujuan Bersama,

Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan

Kesalahan hitung meliputi:

1. kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian
2.kesalahan hitung karena penerbitan SKP STP surat keputusan, atau putusan
Kekeliruan PM PPN — hanya yang tidak mengandung sengketa antara fiskus dan WP

Atas permohonan — keputusan diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima

Menambah:
Ketetapan yang dapat dibetulkan

—— www.paja kg{)ld



Keberatan

« SKPKB * Ditolak/ * Ditolak/
+ SKPKBT Sk waktu 3 . Dikabulkan Dapat - Dikabulkan Dapat Menambah
«  SKPN . k?lflan skp sebagian/ — diajukan —— sebagian/ » diajukan JLult hpaja
. SKPLB dildrim/pot put - Menambah banding - Menambah PK yang harus
L e dilakukan* utana paiak utang pajak dibayar
otpu dapat diajukan g pa)
Keberatan 1 1 l
- denda 30% denda 60% denda 60%

Put Banding tidak

WP tidak dapat mengajukan: dapat diterima

« Pengurangan/penghapusan, sanksi administratif SK Keberatan
* pengurangan/pembatalan SKP menjadi utang
« pembatalan SKP tanpa SPHP/pembahasan akhir sejak tgl penerbitan

-

Dalam hal keberatan dicabut:

« WP tidak dapat mengajukan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar
« WP tetap dapat mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif;
» SKPKB/SKPKBT menjadi utang sejak penerbitan

* Dalam hal SK Pembetulan secara jabatan, jk waktu keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal SK Pembetulan.

Pengaturan sebelumnya:
Denda Keberatan 50%, Banding 100%, PK belum diatur
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Pengajuan Keberatan

MEMENUHI SYARAT

Tanda bukti penerimaan

tanggal terima

Surat
Keberatan

TIDAK MEMENUHI SYARAT

secara tertulis dalam bahasa Indonesia

mengemukakan jumlah pajak yang

terutang/dipot/put atau jumlah rugi
menurut penghitungan Wajib Pajak dengan
disertai alasan

telah melunasi pajak yang masih harus Emnm
dibayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui WP

1 keberatan untuk 1 skp, untuk 1 pot/put
SEIELS

ditandatangani oleh WP, dan dalam hal
ditandatanganioleh bukan WP, dilampiri
surat kuasa khusus

3 bulan sejak skp diterbitkan/ potput pajak oleh pihak ke-3

Tanda bukti penerimaan

tanggal terima perbaikan
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Permintaan Peminjaman & Keterangan

Dalam hal WP tidak
memenuhi
sebagian/seluruh
permintaan peminjaman
permintaan keterangan
dan/atau tidak
menyerahkan asli bukti
pemotongan atau
pemungutan pajak,
keberatan tetap diproses
sesuai dengan data yang
ada atau yang diterima
dan dibuat berita acara

atas kehendak sendiri/permintaan, dapat memberikan alasan tambahan/penjelasan tertulis untuk melengkapi
dan/atau memperjelas Surat Keberatan sebelum SPUH

surat permintaan peminjaman B o '
buku/catatan/data/informasi = Wajib diberikan dalam
. z 15 hari kerja
surat permintaan keterangan >
\ 4
EEEEEEEEEEEEEEEEEEESR Meminjamkan/
DIRJEN : memberi keterangan
................. . WAIJIB PAJAK

PAJAK Tidak meminjamkan/
r Tidak memberi keterangan A 4

Wajib diberikan dalam

—) 10 hari kerja

surat permintaan peminjaman
buku/catatan/data/informasi

vnayl

surat permintaan keterangan

Wajib diberikan sesuai
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Perlakuan Dokumen

buku, catatan,
data, informasi,
atau keterangan
lain yang
diterima/diperoleh
pada proses
penyelesaian
keberatan

TIDAK
DIPERTIMBANGKAN

yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak

DIPERTIMBANGKAN

yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh WP karena
berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan

skp yang Ph Kena Pajaknya dihitung secara jabatan terbatas pada:
1. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau

penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara
jabatan; dan

2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh.

DAPAT
DIPERTIMBANGKAN

yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh
Wajib Pajak

yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh
Dirjen Pajak serta diberikan oleh WP
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Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

SPUH

DIRJEN PAJAK / formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan

pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan (tidak
bersifat final dan bukan merupakan keputusan)

: )
kehadiran

berita acara ketidakhadiran
=-=---== [IDAKHADIR
proses keberatan tetap diselesaikan

surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi

mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam waktu yang telah ditetapkan guna:

1. memberikan keterangan atau
2. memperoleh penjelasan
mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.
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Keputusan Keberatan & Penyampaian
Penyelesaian Keberatan

berdasarkan
Laporan Penelitian Keberatan

keberatan yang diajukan oleh WP

Bukti Pengiriman Bukti Tanda Bukti Pengiriman dianggap dikabulkan apabila
Surat Terima Surat Dirjen Pajak tidak memberi

keputusan dim 12 bin
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Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan

LM Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- — Diajukan 2X
a. mengurangkan/menghapuskan sanksi administratif maks.
b. mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar

* keputusan atas permohonan paling
lama 6 bulan

* Apabila melewati jk waktu 6 bulan,
SV pfermohonan Wajib Pajak dianggap

d. membatalkan SKP dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: m‘:f(l; a 1 X dikabulkan

1)  penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau )

2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat putusan gugatan yang membatalkan SKP 17B/SK Keberatan, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP/penyelesaian
7 B eberatan tertangguh sejak tanggal terbit SKP/SK Keberatan yang digugat s.d. tanggal terbit Putusan Gugatan

8 bulan tertangguh 4 bulan
A A A
| \f | !
Brbit SKP/SK JT SKP (17B ayat (1))
Keberatan atau JT SK Keberatan

yang baru

Menambah:
Penangguhan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan yg dibatalkan berdasarkan putusan gugatan ‘_ www.pajak.go.id




Banding Pajak

& ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN

Kantor Wilayah/
Kantor Pusat

? A w .

| ! L Hanya dapat diajukan banding
|

|

|

| —
| Surat Keputusan : :
| Keberatan ] Kepada Pengadilan Pajak
I |
Surat Uraian Banding —
e @ ) syarat

Permohonan Banding .

-

|

|

|
: : 3 bulan Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
I :
| : zr_]’j; = Alasan.yang CIES . .
: : Pengadilan Pajak H Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ke
I Permil;ltaanuraianbanding 1 putusan diterima;
i : Pemenuhan persyaratan formal Dilampiri salinan Surat Keputusan
I |
| | I ',I Catatan :
l : . ' —1} . Pengajuan permohonan banding tidak menun
I 1 Memenuhi Tidak Mdmenuhi - . . ”
I I ¢ v da kewajiban membayar pajak dan penagihan
I L ______________________ 2 . .

E Y 3 = ng pajak (untuk tahun pajak sebelum 2008) & me
Comom oo > “8;39 ;.jé v 12bulan [ nynda kewajiban membayar pajak dan penagi
AcaTBiasa Acara}epat e han pajak (untuk tahun pajak sejak 2008
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Gugatan

Pasal 23 UU KUP
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

1 pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang;

2 keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

3 keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

4 penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesual dengan prosedur atau tata cara yang telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Termasuk SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP dan SK Pengurangan Sanksi Administrasi
atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan STP yang sebelumnya diatur
dalam ayat tersendiri.
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Gugatan Pajak

Kepada Pengadilan Pajak

o Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
Alasan yang jelas

o Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terh
adap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14
hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terh
adap selain pelaksanaan penagihan Pajak adal

ah 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan ya
ng digugat

Jika force mayeur, gugatan dapat diajukan dala
m jangka waktu 14 hari terhitung sejak berakhi
rnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
Dilampiri salinan Surat Keputusan

Kantor Pelayanan Pajak/

Kantor Wilayah/
Kantor Pusat A

ey

* Pelaksanaan SP,SPMP,Lelang
* Keputusan selain kep keberatan
* Keputusan Pembetulan utk STP

Catatan :

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakann
ya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Namun,
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak
lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama pem
eriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada put
usan Pengadilan Pajak jika keadaan yang sangat mendes
ak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat
dirugikan

rangka penagihan pajak P h
= Penerbitan skp/SK Keberatan ermohonan Gugatan
tidak sesuai prosedur ¢
Pengadilan Pajak
Permintaan Tanggapan
|

Pemenuhan persyaratan formal

§ | |

X "_~,
Me¢enuhl Tidak Mémenuhi

. 224 224
———————————————— P sidang Sidang
Acara Biasa Acara Cepat

| -

|

|

|

|

| * Kep Psl 36 berkaitan dg STP

| * keputusan pencegahan dalam A
: -——¢ £ )
|

|

|

|

|

3 bulan

30 hari
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u Terima kasih
d. Pajak Kita, Untuk Kita
IP

OO OO Ditjenpajakrl www.pajak.go.id (@ 1500 200

CPERIEE  026/P).0911/SLD/B/2021 www.pajak.go.id
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